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'PEIIERINTAH KABUPATEN PE'I'IR $EtATAi{
I}INAS PEIIDIIDTKAN IDAN KDBIIOAYAAN

fl. H. Agus Salim - Painan Telp (0756) 216A2

SURIIT PERIf,NJItril PEI}IBERIIIIY BtrNTTUITH
DIINII trLOrtrSI IIHUSUS rISIK

BI-DtrNG PEITDIDIIIAN TII. 2O2O

IEEIAIAII:

PEMBANGUNAN/REHABITITASI GEDUNG DAN PENGADAAN

SARANA PMSARANA SEKOLAII MENENGAH PERTA}{A (DAK REGULER 2 02 O}

Antara

EITERI}ITAH IIAERAH IOBIIPATEII ESISIR SEI.ATA}I

dengan

KEPNIA SEKIII.AH SIIPII 3 RAIIAH H$SIR

Nomor

Tanggal
= 

20 I lrl I SARPRAS/ DAK,pSMp/SurK/ DpK-pS I 2IOZO

: O2APRIL2O2O

tanggal Duabulan Aprillahun Dua ribu dua puluh,Kanriyang bertanda tangan di

: ELIDARTI,M.Pd

: Kuasa Pengguna Anggaran Bidang pembinaan SMp

Tahun Anggaran 2O2O

: Jl. H. Agus Salim - painan

IilLrR untuk dan atas nama Pemerintah Repubtik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten pesisir Selatan

*fmya disebut PIttAK pERTAIttA,

m hari ini Kamis

hrhi:

L l{ama

L Jabatan

1 Alamat

L llama

2. Jababn

3. Alamat

: DT.YULMEDIA,M.Pd

: Kepala UPT SMPN B Ranah pesisir

: Jl,langsano Balai Selasa

dan atas nama jabatan tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Bupati pesisir Selatan No.

Tanggal 30 Desember 2019 yang selanjutnya disebut piltllK KEDUA.
PERIAIIIA dan PIHI\K IGDUA secan bersama terlebih dahulu menjelaskan dan menyadari

-ur*unB 
fnl-hal sebagai berikut :

L Bahrya undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 antam tain mengamanatkan :

> Pasal 11 ayat (1) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan

kernudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga
negan tanpa diskiminasi;



NonorSPPB
Tanggal

: 2(NfiAPPF"4S/D AK.PSMP/SViKrDPK-PS2%0
: AApfl2O2A

> hl 45 ayat (1) : Sistem Pendidikan Nasional diatur bahwa setiap satuan pendidikan formal

dan rpn formal menydiakan sarana dan prasarana yang merirenuhi keperluan peMidikan

sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecedasan intelektual, sosial,

ernosional, dan kejiwaan peserta didik;

> hal .16 ayat (1) : Pendanaan pendidikan menjaditanggungiawab bercama antarc Pemerinbh,

Pernerinhh daerah dan masyarakat;

> Pasal .16 ayat (2) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan

arggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

L Bahwa kegiatan peningkatan prcsarana pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan

nasbnal, sehingga Pemerintah berupaya mendorong Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota

rndakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akses bagi masyarakat terhadap

pendidikan yang lebih berkualitas dengan mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK);

3. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 42 tentang Standar Nasiona! pendidikan
' sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

2015 yang mewajibkan setiap satuan pendidikan memiliki sarana prasarana pendiciikan untuk

rrenunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu

pendidikan;

t Bah$ra Peraturan Presicien Republik Indonesia No. 88 Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2019

Entang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2020 menentukan bahwa kegiatan

peningkaEn ptasarana pendidikan ditakukan oleh Panitia Pembangunan Sekolah secara swaketota

yarg ditetapkan oleh Kepala Sekolah penerima alokasi DAK sebagai bagian integral manajemen

berbasis sekolah;

5. Eatrm Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020

Tarpgal 26 hbruari 2020 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Hst Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020;

6- Bahwa untuk peningkatan prcsarana pendidikan disediakan anggaran melalui Dokumen

Pdaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.01.01.1.01.01.0f.16.83 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi

Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (DAK Reguler 2020);

ini menyatakan telah seh.rju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian Pemberian

Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan-ketentuan

ryd{yarat seperti dalam pasaFpasaldi bawah ini :

fuiQ bt Pe mbe r ian Bantuan



NanarSPPB
Tanggal

: 20IVISARPMSD AKp SMp/SWK/DpK-pSp02o
:42Apfl2020

Pasal I
Maksud dan Tujuan

lni sebagai bagian dari pelaksanaan program DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan
rsdanai kegiatan pembangunan/rehabilitasi prasarana pendidikan pada jenjang Sekotah Menengah

dengan tujuan sebagai upaya pemenuhan prasaEna pendidikan sesuai dengan standar nasionat
Pihak Kedua bersedia melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam p,qB &

erta bertanggungiawab penuh terhadap penggunaan dana yang diterima.

Pasal 2

Lingkup pekerjaan

Pemberian Bantuan DAK Fisik Bidang pendidikan Tahun Anggaran 2020
pekerjaan pembangunan/rehabilitasi prasarana pendidikan pada sMpl{

digunakan untuk

3 Ranah Pesisir

L' Rehabilitasi lamban Siswa/Guru,

Pasal 3

Jangka Waktu pelat<sanaan

EtdE waktu pelaksanaan sebagaimana dimakud dalam Pasat 2 adalah 120 (seratus dua puluh) hari
tshnder terhitung mutai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang pendidikan Tahun Anggaran 2020 di
kring PIHIIK IGDUA.

ElAl( XEDUA akan mutai metat<sanakan pekerjaan sebagaimana dimakud datam pasal 2 paling
hat 14 (empat belas) hari katender terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang

dihn Tahun Anggaran ZOZO d, rekening PIHAK KEDUA.
tlilsanaan kegiatan sebagaimana dimakud dalam Pasal 2 paling lambat pada tanggal 30 Desember
mo

pasal 4

Prinsip-Prinsi p pekerjaa n

dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang pendidiron Tahun Anggaran 2020 meriputi :
Rbbanaan dikerjakan dengan mekanisme *nkelola,
Eterapan asas efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabiritas,
Rngutamaan partisipasi masyarakat daram pengetotaan kegiatan,

sinali:sasi kualihs pekerjaan dengan barang yang dihasilkan,

fufizflm Penberian Bontun,



NanotSPPB
Tanggal

; 2OfiV/SAKPRAS/DAKPSI,4P$INWPK-PS2U2O
: t2April2020

Pasal 5
Tugas dan Kewajiban para pihak

G EIAf, PERTAMA :

r! Herlalurlon dana dengan segeEi ke satuan pendidikan penerima DAK Fisik
rrEhlui satuan Kerja perangkat Daerah dengan mempertimbangkan jangka

Bidang Pendidikan

waktu pelaksanaan
sbagaimana dimaksud dalam pasal 3.

$ Berbnggung jawab terhadap peraksanaan prog'm DAK Fisik
trryaten.

Bidang Pendidikan di tingkat

O lEnberikan bimbingan teknis dan/atau sosialisasi dan/atau pendampingan pelaksanaan DAK Bidang
kndiJikan.

{ lGhksanakan monitoring dan evaluasiserta menyusun pelaporan kegiatan DAK Bidang pendidikan.

f,lTT KEDUA :

e! &rhnggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan program DAK secara fisik dan keuangan di tingkat
. *En pendidikan (Sekolah).

fl l'Enbentuk Panitia Pembangunan sekolah (P2s) ditingkat satuan pendidikan (sekolah).
C llehpo*an keadaan fisik dan keuangan serta penggunaannya secara periodik kepaca

FCRTAFIA.

0 lsncatat dan melaporkan aset yang diperoleh dari DAK Bidang pendidikan kepada
,ENTAMA.

Pasal 6

Pelaksanaan pekerjaan

kraan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 memperhatikan hal-halsebagaiberikut:
aux xEDUA dalam metaksanakan kegiatan harus metibatkan unsur sekotah, komite dan masyarakatqta'rai bagian integral manajemen berbasis sekolah,
ElAl( IGDUA dalam mengetola DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 harus sesuai dengan petunjuk Teknish Fetrnjuk operasional DAK Bidang Pendidikan serta peraturan perundang-undangan yang terkait,Elrx XEDUA membuat laporan secara berkala mengenai pelaksanaan pekerjaan/kemajuan pekerjaan
hilEda PIHAK PERIAMA,

EIAI( KEDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dokumentasi pekerjaan,
hordn kemajuan pekerjaan dan kelengkapan administrasi lainnya pada tahapan pencairan dana,
;DIAK IGDUA wajib metakukan pencatahn penerimaan dan pengeluaran datam buku kas serta
pehpomn keuangan dari hasil pekerjaan,

'[lAl( 
XEDUA berkewajiban memungut dan sekaligus menyetorkan pajak-pajak yang terkait denganpehbrnan pekerjaan serta menyimpan bukti-bukti setoran dan faKur paiak sesuai dengan peraturan

Ftrxrang-undangan,

Pemberian Banhun



NanorSPPB
Tonggal

: 20/[VfrARPP.r'.SPAKPSMP/5I/W/DPK-P52.U20
: 02April2020

rDt A berkewajiban melakukan serah terima hasil pekerjaan dengan PIHAK pERTAITIA yang

dalam Berita Acara Serah Terima pekerjaan,

IEDUA waiib menyimpan seluruh dokumen petaksanaan DAK Fisik Bidang pendidikan Tahun
hran fQlS,

XEI)UA bertanggung iawab penuh terhadap pengelolaan seluruh dana DAK Fisik Bidang

Tahun Anggaran 2020 yang diterima dari pIHAK PERTAMA,

Pasal 7

Pengawasan dan pemeriksaan

ED prgawasan/pemeriksaan dan pengendalian pekerjaan, PIHAK PERTAMA dibantu oleh tenaga

lffirpng merupakan unsur individu yang ahlidibidangnya,

mf PERTAMA mempunyai hak untuk menotak setiap hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan

EEtnn pelaksanaannya,

Pasal 8

Iumtah Dana Bantuan

m ftik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 yang diberikan PIHAK FERTAI.iA kepada pIilAK
Ell sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

{ Refiabilltasijamban siswa/guru = Rp. 50.000.000,-

lh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
82.

Pasal 9

Penyaluran Dana

penyaluran dana sebagaimana dimaksud datam pasal g ayat (1) sebagai berikut :

@ I : 25o/o (Dua puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana s,wakelola setelah perjanjian ini
trtangani kedua belah pihak beserta dokumen lainnya diterima dan disetujui PIHAK PERTAMA,

T{EP II t 45o/o (Empat puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana srvakelola apabita pekerjaan tetah
rcpai bobot 20olo (Dua puluh perseratus), dilengkapi dengan dokumentasi dan progress kemajuan
*riaan,

Tdry Itr : 300,6 (liga puluh perserahrs) dari keseluruhan dana s,llaketota apabila pekerjaan telah

-npai 
bobot 650lo (enam puluh lima perser:atus), dilengkapi dengan dokumentasi dan progress

brajrlan pekerjaan.

fuini ian Penbe r ian Bantuan



Namor SPPB
Tanggd

: 20IVISARPRAS/DAK.PSMP/SINK./DPK-PS.2a0
: 024pfl2020

e penbayaran disalurkan/transfer ke rekening PIHAK KEDUA dengan rincian sbb :

lfna Rekening : DAK SMPN 3 Ranah pesisir

Ihrnor Rekening | 710A.A220.5913G6

lfna Bank : BankNagari CabangSyariah Padang

Pasal 10

Fore Majeure

Fre Maieure adalah suatu keadaan fdng terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat

flftdarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya seperti bencana

&n, epidemi( peperangan, pemogokan, sabobse, pemberontakanlkerusuhan.

febila terjadi force majeure maka PIHAK KEDUA segera memberitahukan kepada PIHAK

;BITAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waKu 14 (empat belas) hari sejak

Epdinya force majeure dengan dilengkapi bukti terhrlis yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.

&rdasarkan pemberitahuan tertulis dari PIHAK KEDUA sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2)

lmka PIHAK PERTAMA akan melakukan evaluasi dan kajian untuk mengambil keputusan, menyetujui

&u menolak permohonan dari PI}IAK KEDUA tersebut.

^tlabila permohonan tertulis dari PIttAK KEDUA tentang force majeure diterimaidisetuju! i^naka akan

dala*a n perubahan perjanjian seda ng ka n perjanjian awa I dinyata ka n bata l.

Pasal 11

Sisa Dana

L r+abila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan terdapat kelebihan/sisa dana maka dapat

dgunakan untuk menambah volume ahu sasaran dengan persetujuan PIHAK PERIAMA,
L n(it sisa dana tidak digunakan unfuk'penambahan volume atau sasaran maka sisa dana tersebut harus

dsetorkan kembali ke kas daerah.

Pasal 12

Pertanggungiawaban

L PIHAK KEDUA wajib membuat laporan secara berkala mengenai pelalsanaan pekeSaan / kemajuan

pekefian kepada PIHAK PERIAMA.

l- PIHAK XEDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dokumentasi kegiatan

beserE kelengkapan administasi lainnp pada tahapan pencairan dana.

U PqXnj io, P emberi ot Bannror



Nunor SPPB
Tanggal

: 2OfiV/SARPMS/D AK.PSMP/SWVDVK-qSAO20
: 02AVri12020

Liloran pertanggungiawaban kegiatan harus sudah diserahkan oleh pIHAK KEDUA kepada PIHAK
ttfAl'lrt selambat{ambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat selesainya pelaksitnaan

Ffterjaan, dilampiriantara lain :

a) Berita Acara Serah Terima,

b) BuKi pertanggungjawaban keuangan sepefti : kwitansi/ fakur setiap pembelian barang dan bukti
pengeluaran lainnya,

c) Bukti setoran pajalq

d) Bukti teknis pekerjaan.

Pasal 13

Sanksi

iFbila dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan atau tefiadi penyimpangan dari
h.'enfu6n yang berlaku dalam dokumen teknis, MB dan Gambar ren@na, maka pIHAK PERTAMA
lscira sepiha k dapat memutuskan/meng hentikan pekerjaan tersebut.

knutusan/penghentian sebagaimana dimaksud ayat (l) diatas maka prHAK

rpernbalikan seluruh dana dan disetorkan ke kas daerah dan dikenakan sanksi

krhran perundang-undangan.

Pasal 14

PENUTUP

Surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di painan, pada hari dan
Ersebut di atas. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya

cukup dan 2 (dua) rangkap lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

KEDUA wajib

sesmi dengan

PIHAK KEDUA,
hah UPTSUP[{ 3 Ranah pesisir

7tY 199702 t 002

Painan, tanggal tersebut di atas

PIHAK PERTAMA,
Kuasa Pengguna Anggaran

binj im P e m be r ian Banuon


